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HUKUM

Peradilan Tentukan
Kualitas Demokrasi

DUBAI, KOMPAS — Tidak di-
ragukan lagl, kemandirian per-
adilan adalah prasvarat terben-
tuknya masyarakat madani yang
berdasarkan  hukum, Kemandi-
rian peradilan, yang diikuti de-
ngan kemandivian hakim, juga
menentukan kualitas demokrasi
di suatu negara. Peradilan yvang
kuat, yang disertai transparansi
dan keadilan {fmpartiality), akan
mampu menghindarkan dirinya
dari intervensi kekuvasaan, ter-
utama dari partai politik dan pe-
nguasa.

Demikian disampaikan pendiri
Doughty Streel Chambers, or-
ganisasi penegakan hak asasi ma-
nusia (ITAM) asal Inggris, Geof-
frey Robertson QC, dan Wakil
Ketua Kelompok Transaksi Bis-
nis Internasional Asosiasi Ad-
vokat Internasional (TBA) James
M Klotz, Kamis (3/11), dalam
diskusi tentang kemandirian ha-
kim di Dubai, Uni Emirat Arab.

Semalam dari Dubai, warta-
wan Kompos, Tri Agung Kris-
tanto, melaporkan, pada diskusi
dalam rangkaian Konferensi Ta-
hunan  Advokat  Tnternasional
2001 itw juga ditampilkan pa-
paran dari Gabriella Knall, pe-
lapor khusus Perserikatan Bang-
sa-Bangsa (FEB) di Brasil. Gab-
riella menyvebutkan, sampai saal
ini masth terjadi ancaman ke-
kerasan, bahkan  pembunuban
terhadap hakim, advokat, dan ak-
tivis HAM yang bisa mengancam
kemandirian peradilan.

Selain itu, Wakil Menteri Ke-
hakiman Rusia Yuri Lubimov ju-
ga menvampaikan upava ne-
garanya untuk mewujudkan per-
adilan yang mandiri, transparan,
dan berkeadilan. "Reformasi per-
adilan di Rusia tengah berlang-
sung.” katanya.

Salah satu jalan untuk me-
mandirikan peradilan adalah de-
ngan memberikan kesejahtersan
dan perlindungan sosial bagi ha-
kim. Dengan demikian, hakim
akan tahan techadap godaan dan
intervensi. Gaji seorang hakim di
pengadilan konstitusi Rusia saat
ini sedikitnya setara dengan
23000 dollar Amerika Serikat
(sekitar Rp 2001 jula dengan
kurs 1 dollar AS sebesar Rp

B.700). "Jumlah vang sangat be-
sar juga bagi kami,” kata Yuri.

Intervensi politik

Geoffrey dan James mengakui,
vang paling sulit bagi aparat per-
adilan, khususnya hakim untuk
mewujudkan  peradilan yang
mandiri, adalah intervensi po-
litik. Intervensi politik sering kali
tidak tampak dan sangat sulit
dibuktikan meskipun sangat bisa
dirasakan. Intervensi politik sa-
ngat kuat (powerfi) untuk me-
mengaruhi putusan pengadilan,
terutama dalam perkara vang
terkait pemerintah.

¢

Peradilan yang tidak
mandiri merusak
demokrasi.

Intervensi politik bukan hanyva
berbentuk tekanan, bahkan ke-
kerazan dan ancaman, melainkan
juga perlakuan vang tidak fair
dan adil untuk hakim yang berani
"melawan” intervensi ilw "Saya
ticdak pernah lupa dengan peng-
akuan dari seorang hakim di Ke-
nya vang tidak berani menerima
gugitan terhadap pemerintahny:
karena dia khawatir dua tshun
kontrak kerjanya tidak akan di-
bayarkan,” ungkap Geoffrey.

Namun, James menegaskan,
kemandirian hakim dan keman-
dirian peradilan adalah hal yang
fundamental, Peradilan yvang ti-
duk mandiri akan merugikan ma-
syarakat dan akan merusak de-
mokrasi.

Kepada Kompas, James eng-
gan menyampaikan penilaiannya
mengenal kemandirian peradilan
di Indonesia meskipun ia meng-
aku mengetahui kondisinya. Ta
hanya mengatakan, kemandirian
peradilan masih harus diperju-
angkan dan semua pihak harus
mendukung  ferwujudnya ke-
mandirian hakim dan  keman-
dirian peradilan itu.




